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PENALARAN /S77SLAHT DALAM KAJIAN FIKIH
KoNTEMPORER: STUDI KAsus Farwa Hukum
IMUNISASTI DI ACEH

Husni Mubarrak

Abstract: This article discusses the use of istislihi reasoning to answer the
contemporary problem such as the MPU's Decree (Majelis Permusyawaratan
Ulama) in Aceh on immunization.The reasoning of Islamic law often used
to answer contemporary problems is the istislahi reasoning. Although the
istislahiyreasoning is more flexible in explaining the law of contemporary
issues, but in the process of law enforcement, it must be assisted with other
disciplines. As a result, the legal considerations are decided more accurately and
scientifically to avoid any form of arbitrariness (authoritarian) in producing
Islamic law.

Keywords: istislihi reasoning, contemporary figh, fatwa on immunization,
maslapat, emergency
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Abstrak: Artikel ini mendiskusikan penggunaan penalaran i#stislahi untuk
menjawab problematika fikih kontemporer dengan menjadikan Fatwa MPU
(Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh tentang imunisasi sebagai studi kasus. Di
antara penalaran hukum Islam yang kerap dipakai untuk menjawab pemasalahan
kontemporer kekinian adalah penalaran i#stiskipi. Kendati penalaran istiskibi
lebih luwes dan fleksibel dalam menjelaskan hukum persoalan kontemporer,
namun dalam proses penetapan hukumnya harus dibantu dengan disiplin ilmu
lain agar pertimbangan hukum yang diputuskan lebih tepat, akurat dan rasional
serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga terhindar dari segala
bentuk kesewenang-wenangan (authoritarian) dalam menghasilkan kesimpulan
hukum Islam.

Kata kunci: penalaran #szislapi, fikih kontemporer, fatwa hukum imunisasi,
maslapat, darurat
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Pendahuluan

Inovasi dan kemajuan pesat yang dicapai ilmu pengetahuan
dan teknologi, terkhusus di bidang kedokteran dan ekonomi, tak
pelak memunculkan persoalan baru sekaligus menjadi tantangan
besar tersendiri bagi kajian Fikih Islam dalam menjelaskan tinjauan
hukum Islam atas pelbagai persoalan kontemporer yang muncul pada
masa kini. Tidak hanya dituntut sebatas penjelasan hukum Islam
semata, akan tetapi juga dalam menerangkan pandangan hukum
atas setiap persoalan baru tersebut, Fikih Islam mestilah melewati
proses penalaran hukum berupa jalan ijtithad dan langkah-langkah
metodologis dan sistematis yang dikenal luas dalam ilmu Ushul Figh
(Hassan, 1994). Sungguhpun segala persoalan baru kekinian itu tidak
serta-merta dapat dijawab dengan mengembalikan langsung kepada
dalil nash sebagai rujukan utama dalam hukum Islam, baik melalui
pendekatan semantik dan kebahasaan (/ughawi) maupun pencarian
rasio legis (¢a’ili) terhadap permasalahan kasus hukum lain yang mirip
melalui mekanisme analogi (giyds); namun fikih Islam juga fleksibel
dan longgar dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi rasio dan
akal untuk menelaah hukum permasalahan kontemporer tersebut
dalam timbangan maslahat-mudarat melalui penalaran iszslapi (Al-

Duwailibi, 1995: 347-361).

Di antara permasalahan kontemporer yang sebenarnya tidak
terbilang baru untuk ukuran kekinian, namun masih saja kerap
memunculkan silang pendapat dan perdebatan di kalangan umat Islam
tentang hukum kebolehannya adalah persoalan imunisasi. Polarisasi
pendapat tentang kebolehan dan ketidakbolehan hukum imunisasi
berpuncak pada pandangan adanya unsur haram yang dicampurkan
dalam vaksin dan imunisasi yang membahayakan tubuh manusia.
Di samping itu, muncul pula pendapat yang mempertanyakan apa
perlunya imunisasi dilakukan mengingat di dalam tubuh manusia telah
memiliki imunitas (kekebalan) tersendiri sebagai penangkal dalam
menghadapi dan melawan berbagai kuman dan penyakit. Perdebatan
keabsahan hukum Islam mengenai imunisasi ini pada gilirannya kian
terus meluas, tidak terkecuali di Aceh.

Setidaknya dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, sebuah
lembaga keulamaan yang otoritatif di Aceh, Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU) Provinsi Aceh telah menerbitkan dua fatwa berkenaan
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dengan hukum imunisasi dan vaksinasi, masing-masing Fatwa
No. 13 Tahun 2012 tentang Imunisasi dan Vaksinasi serta Fatwa
No. 3 Tahun 2015 tentang Vaksin Polio Tetes. Pada Fatwa yang
dikeluarkan Tahun 2012, MPU Aceh menegaskan tentang kebolehan
hukum dasar imunisasi dan vaksinasi. Namun sedikit kontradiksi
tampak dalam salah satu poin fatwa tersebut, manakala MPU Aceh
menjelaskan hukum vaksin meningitis yang pada galibnya dipakai
oleh para calon jemaah haji mengandung unsur yang tidak halal,
karenanya MPU merekomendasikan agar setelah ditemukan vaksin
meningitis yang halal, tidak diperbolehkan lagi menggunakan vaksin
yang tidak halal.

Sementara Fatwa MPU No. 13 Tahun 2015 lebih terang me-
netapkan vaksin polio tetes bagi balita mengandung unsur bernajis
(mutanajis) karena dihasilkan dari virus yang diambil dari penderita
polio, dikembangkan dengan media ginjal janin kera yang berumur
panjang 120 hari, untuk kemudian dipisahkan dengan menggunakan
tripsin (enzim babi), karenanya hukumnya bernajis. Sungguhpun MPU
Aceh kemudian merekomendasikan perlunya pembuatan vaksin polio
tetes dari bahan halal, namun dalam poin berikutnya—masih dalam
fatwa yang sama (Fatwa No. 3 Tahun 2015)—MPU Aceh menegaskan
kebolehan penggunaan vaksin polio tetes dalam kondisi darurat, tanpa
mendefinisikan dan merincikan ukuran dan kriteria darurat yang

dimaksud.

Dengan menjadikan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU) Aceh terkait hukum imunisasi sebagai studi kasus, artikel ini
berkepentingan mengkaji lebih jauh penjelasan penalaran hukum (lega/
rationing) yang dibangun dalam menjelaskan hukum imunisasi melalui
pendekatan penalaran sszislahiy. Artikel ini mengajukan argumen bahwa
kendati penalaran #szislipiy lebih luwes dan fleksibel dalam menjelaskan
hukum persoalan kontemporer dengan menimbang sisi “maslahat-
mudarat”, namun dalam proses penetapan hukumnya mestilah dibantu
oleh alat bantu disiplin ilmu lain yang berkenaan secara integratif-
interkonektif agar pertimbangan hukum yang diputuskan lebih
tepat, akurat dan rasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, sehingga terhindar dari segala bentuk kesewenang-wenangan
(authoritarian) dalam menghasilkan kesimpulan hukum Islam (EI Fadl,
2004: 204, Abubakar, 2012: 275).
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Beberapa rumusan masalah layak dikemukakan di sini antara lain:
Sejauh mana batasan maslahat dan mudarat yang mesti diperhatikan
dalam proses penetapan hukum permasalahan kontemporer melalui
penalaran istislahiy? Bagaimana menentukan parameter maslapat agar
mudah diterapkan dalam mengukur kebolehan-ketidakbolehan hukum
suatu persoalan kontemporer? Serta bagaimana pengertian dan batasan
darurat dalam tinjauan hukum Islam atas setiap keadaan darurat yang
dapat dibenarkan dan dibolehkan secara syariat?

Selanjutnya pada bagian berikut akan dipaparkan lebih jauh
tinjauan kepustakaan mengenai penalaran #stislihiy menyangkut pe-
ngertian, otoritas dan lingkup kajiannya. Melangkah kemudian
kepada bahasan hukum imunisasi dalam tinjaun fikih kontemporer
serta perdebatan hukum di dalamnya. Agar lebih fokus kemudian,
Fatwa MPU Aceh, masing-masing Fatwa No. 13 Tahun 2012 tentang
Imunisasi dan Vaksinasi serta Fatwa No. 3 Tahun 2015 tentang Vaksin
Polio Tetes akan dijadikan sebagai studi kasus untuk menyorot proses
penalaran istislipiy; kemudian diikuti dengan kajian parameter maslapar
yang mesti diperhatikan dalam penetapan hukum fikih kontemporer
di mana hukum imunisasi termasuk di antaranya; serta pada bagian
akhir tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran untuk
studi lanjut mengenai penalaran istislahiy dalam fungsinya menjawab
pelbagai persoalan fikih kontemporer.

Penalaran Istislahi: Pengertian, Otoritas, dan Lingkup Kajian
Setiap putusan hukum dalam kajian Fikih Islam melewati proses
penalaran (legal rationing) yang telah jamak dikenal dan dihimpun dalam
ilmu Ushul Fikih. Sungguhpun dibahasakan secara berbeda dengan
metodologi penalaran hukum yang ramai dikenal dalam pelbagai
literatur ushul fikih klasik dengan membedakan antara sumber hukum
otoritatif yang disepakati (nash Qur’an dan Sunah) serta dalil hukum
yang diperdebatkan sebagai kerangka metodologi ke dalam beberapa
bentuk dalil hukum, seperti istipsan, maslabah mursalab, istishab, sadd
al-dzardi, wrf, dan sebagainya (Zuhaily, 1996: 733); namun proses
penalaran hukum Islam itu—seperti ditengarai Al-Duwailibi (1995:
347-361)—setidaknya dapat dikategorikan dan disederhanakan ke

dalam tiga bentuk penalaran.

Bentuk penalaran pertama adalah a/-Bayiniy atau Lughawiy, yaitu
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suatu kegiatan penelaahan dan penalaran hukum fikih dengan bertumpu
pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik) yang telah dikembangkan
sedemikian rupa dalam bahasan al-qawdid al-lughawiyyah atau al-
qawdid al-istinbitiyyah yang dapat diartikan secara bebas dengan
“kaedah semantik untuk penalaran fikih”. Di dalam qawa’id itu dibahas
tentang makna kata; arti dan maksud perintah (a/-amr) serta larangan
(al-nahy); arti kata secara etimologis (bagiqat lughawiyyah), leksikal,
denotatif, konotatif (majiz) dan seterusnya. Juga turut dijelaskan
cakupan makna kata yang bersifat universal (), partikular (khds) atau
bahkan memiliki pengertian lebih dari satu makna (musyzarak). Dalam
hubungan ayat dengan ayat; atau ayat dengan hadis turut dibahas pula
keterkaitan antar dalil tersebut dalam bingkai pengkhususan yang
umum; pembatasan yang mutlak/absolut atau penjelasan yang global
(takbsis al-am; taqyid al-itliq; tabyin al-ijmal).

Selanjutnya penalaran a/-Qiyasi atau al-1a'lili yang berusaha men-
cari illat (rasio legis) yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam
Alquran atau hadis. Sebab dalam pandangan ulama, setiap ketentuan
hukum Allah mesti ada //at-nya, karena tidak pantas Allah memberikan
suatu hukum dan aturan tanpa tujuan dan maksud baik. Beberapa
7llar hukum terkadang disebutkan secara tegas dalam ayat Alquran dan
Hadis. Tetapi ada pula 7//ar hukum yang hanya diisyaratkan saja atau
bahkan tidak disebutkan sama sekali sehingga mesti terus dicari melalui
perenungan dan penelaahan secara mendalam. Umumnya, kebanyakan
aturan hukum syariat yang tidak diketahui %//az-nya adalah aturan
di bidang ibadah mahdah (murni), sehingga lebih bersifat mabbudi
(bernilai ibadah) ketimbang taaqquliy (dapat dinalar).

Kemudian bentuk penalaran Iszislpi. Secara sederhana, penalaran
istislapi adalah penalaran terhadap nash (Alquran dan Sunah
Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslapat,
baik berupa pemenuhan kemaslahatan, perlindungan kepentingan,
mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudaratan. Dengan
demikian, penalaran istislihi adalah penalaran yang menggunakan ayat
Alquran atau hadis-hadis yang mengandung “konsep umum” sebagai
dalil atau sandarannya, seperti ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil;
tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain (/4 darara wa la
dirdra); tujuan suatu peraturan hukum adalah demi kemaslahatan dan
seterusnya. Lazimnya, penalaran ini dipakai kalau ada masalah yang
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dikualifikasi dan diidentifikasi tidak dapat dipulangkan kepada sesuatu
ayat atau hadis tertentu secara khusus. Dengan kata lain, aturan untuk
masalah baru yang dibuat itu tidak punya padanannya yang dapat
dicontoh dari zaman Nabi atau melalui Sunahnya. Namun mengatur
masalah baru tersebut—baik menerimanya atau menolaknya—adalah
diperlukan karena menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak.
Maka ayat-ayat atau hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut
dikumpulkan dan digabungkan satu sama lain hingga menghasilkan
kesimpulan “prinsip-prinsip umum”.

Prinsip umum itu lalu dideduksikan pada persoalan yang ingin
diselesaikan tadi, dengan melihat kategori kemaslahatan yang menjadi
sasaran dari semua perintah dan larangan Allah, berupa terpenuhinya
darariyyat (asasiah); hajjiyyar (primer) dan rapsiniyyait (skunder). Secara
umum untuk menyelesaikan persoalan dengan penalaran istislibiy,
dilakukan terlebih dahulu dengan penentuan kategori mana persoalan
yang akan dikualifikasi itu berada. Baru kemudian diteliti, apakah
penerimaan atau penolakan itu menimbulkan kemaslahatan atau
kemudaratan bagi manusia. Sekiranya menimbulkan kemudaratan
dalam tingkatan yang lebih tinggi, maka perbuatan itu dengan
sendirinya menjadi terlarang. Termasuk ke dalam pola penalaran
istislahiy ini adalah dalil-dalil maslahbah mursalah, istishib, sadd al-
dzard’i, urf. Pertimbangan utama penerimaan kesemua dalil ini oleh
para ulama adalah pertimbangan kemaslahatan.

Secara otoritas, konsep maslahat secara praktik sudah berlaku
sejak zaman Nabi Muhammad Saw, terus berlanjut ke masa Sahabat
dan Tabi’in, kendati belum berwujud proses penalaran teknis seperti
dikenal sekarang (Raisuniy, 2014a: 47-49). Sungguhpun tidak
ditemukan lafaz “maslahah” dalam Alquran, tetapi akar kata lain yang
seakar dengannya: sa-lu-ha digunakan secara berulang di banyak ayat
Alquran. Dalam banyak literatur #irikh tasyri’, umumnya, para sahabat
relatif menerima penetapan hukum yang didasarkan pada maslahat.
Bahkan diskusi yang mereka lakukan pada masa itu bukan lagi berkutat
pada boleh tidaknya menjadikan maslahat sebagai pertimbangan untuk
menetapkan hukum, tetapi lebih mengarah kepada apakah penetapan
hukum tersebut telah betul-betul mengandung dan mendatangkan
maslahat atau belum. Demikian pula masa selanjutnya di generasi
imam madzhab tabi’in yang ditandai dengan kehadiran Imam Malik
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sebagai tokoh yang paling banyak menggunakan lafaz maslahat dalam
penalarannya, sekalipun belum termapankan sehingga lebih tampak
bersifat penggunaan lafaz semata untuk menunjukkan pemakaian lafaz

atau istilah 7zyu/logika (Abubakar, 2012: 36-37).

Sementara penalaran istislipiy sebagai suatu istilah teknis
sebagaimana dikenal dalam penalaran ilmu ushul fikih baru dapat
dilacak pada masa awal-awal dalam karya Imam al-Haramyn Al-Juwaini
(478 H) dalam kitabnya a/-Burhin yang secara eksplisit menegaskan
bahwa hukum syariat berasaskan kepada kemaslahatan (al-syariah
mabniyyatun ala al-istislip). Dilanjutkan kemudian oleh muridnya,
Abu Hamid Al-Ghazali (505 H.) dalam kitabnya yang terkenal,
Syifaul Ghalil. Usaha ini kemudian ditambahkan oleh ‘Izzuddin bin
Abdussalam yang digelar Sulran ‘Ulama (660 H.) dalam karyanya
Qawd'id al-Abkam fi Masalih al-Anim serta muridnya Syihabuddin
Al-Qurafi (684 H.) dalam bukunya, a/-Furig. Kehadiran Imam Al-
Syathibi (790 H.) kemudian mensistematikkan dan menyempurnakan
usaha para pendahulu tentang penalaran istislipiy serta perumusan
maqasid syariah ini dalam dua karyanya, al-Muwifaqat dan al-I'tisam.
Sebagaimana masing-masing Ibnu Taimiyah (728 H.) dalam Majma’
Fatawa beserta muridnya, Ibnul Qayyim Al-Jawziyyah (751 H.)
melalui karyanya, Ilam al-Muwaqqiin ‘an Rabb al-Alamin memiliki
saham yang tidak sedikit dalam menyempurnakan dan mematangkan
penalaran istislahiy ini (Raisuniy, 2014b: 32-39).

Mengingat fleksibilitas dan kelenturan yang dimiliki terma
maslahat sehingga terkesan sedikit absurd dalam menerangkan jenis
kemaslahatan mana yang dapat dibenarkan secara syariat, maka istilah
maslahat itu sendiri secara hukum setidaknya harus mengandung
tiga hal, yaitu: pertama, maslahat tersebut bukanlah hawa nafsu,
atau upaya untuk memenuhi kepentingan orang-perorang; kedua,
maslahat mengandung aspek positif dan negatif, karenanya menolak
kemudaratan sama maknanya dengan mendatangkan kemanfaatan;
dan ketiga, semua maslahat yang dilindungi syari’at, secara langsung
atau tidak, berhubungan dengan lima masalah dasariah (darariyyar)
bagi kehidupan manusia, yaitu: perlindungan agama, jiwa, akal, ke-
turunan dan harta (Zayd, 1964: 22).

Untuk mempermudah identifikasi maslahat dalam proses
penalaran hukum Islam, Imam Al-Syathibi dan ulama pendukung lain-
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nya kemudian sepakat mengklasifikasikan maslahat kepada tiga jenis
(mu'tabarah, mulghih, mursalah) serta membagikan maslahat kepada
tiga tingkatan: daririyyir (asasiah); hajjiyyar (primer) dan rapsiniyyait
(skunder) yang diperoleh secara pasti melalui istigra’ manawi (induksi
utuh menyeluruh) atas seluruh nash Alquran dan Hadis Rasulullah
yang berkaitan (Al-Syathibi, T.t: 51). Dari sini, penggunaan maslahat
yang bersumberkan kepada nash Alquran dan Sunah tadi, ada yang
dapat diterima dan diakui oleh karena bersesuaian dengan nash, ada
pula yang ditolak karena bertentangan dengan nash; atau bahkan
didiamkan tanpa penjelasan detail apakah diterima atau ditolak,
namun dapat dibenarkan secara syariat karena terdapat kemaslahatan
di dalamnya.

Pembagian maslahat demikian secara rinci dikenal sebagai
berikut: pertama, maslahah mu'tabarah, yaitu maslahat yang diterima
dan diakui keberadaannya oleh nash, seperti maslahat pernikahan
untuk melahirkan generasi penerus serta larangan mencuri untuk
menjaga dan melindungi harta setiap manusia; kedua, maslahah
mulghih, yakni maslahat yang ditolak atau diingkari oleh nash
Alquran atau Sunah, seperti manfaat yang muncul dari minum
khamar. Sungguhpun diketahui ada kenikmatan maupun manfaat
yang didapat dari minum khamar, namun Alquran menolaknya,
bahkan menyatakan mudarat yang ditimbulkan lebih besar ketimbang
manfaatnya (Q.S. al-Baqarah: 219); serta ketiga, maslahah mursalah,
berupa kemaslahatan yang tidak disinggung secara jelas (ditolak
ataukah diterima), namun secara tersirat didukung atau paling tidak
sejalan dengan prinsip umum yang dikandung oleh nash. Bentuk
maslahat yang terakhir (maslahah mursalah) inilah yang juga dikenal
dengan penalaran istislipiy (Abu Zahrah, T.t: 279; Farih, 2015: 52-
55) seperti aturan berlalu lintas dan pentingnya catatan akta nikah
serta dokumentasi penting lainnya.

Untuk persoalan kontemporer kekinian, galibnya penyelesaian
hukumnya menggunakan penalaran istislihiy dengan cara mengembali-
kan setiap permasalahan kepada kerangka manfaat-mudarat, maslahat-
mafsadat. Dari sini, sekiranya disederhanakan, maka penalaran #stislahiy
untuk dapat menjadi sebuah metode penalaran yang sistematis,
komprehensif dan praktis yang diharapkan dapat memenuhi keperluan
masa kini, maka setidaknya ia meniscayakan terpenuhinya syarat-syarat
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berikut: pertama, penalaran tersebut bertumpu pada pertimbangan
maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang semu, maka diperlukan
ketelitian dan kejelian dalam membedakannya; kedua, maslahat yang
terdapat dalam perbuatan itu mesti sejalan dengan maslahat yang
ada di dalam nash (sesuai prinsip syariah); ketiga, kesesuaian antara
maslahat tersebut dengan langkah-langkah yang mesti ditempuh
dalam penalaran istisliahiy, mulai dari pengetahuan tentang kategori
kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah dalam pensyariatan hukum;
mengidentifikasi perbuatan yang ingin dicari hukum syariatnya dengan
sungguh-sungguh; kemudian menghimpun segala nash yang berkaitan
dengan masalah tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai prinsip
umum; juga patut disebut pula sebagai perbandingan dan pertimbangan
yang akan memperkaya, dengan turut meneliti dan mengkaji pendapat
para ulama masa silam yang berkenaan dengan masalah tersebut;
memahami dan mempelajari adat dan tradisi setempat yang sejalan
dengan hukum syariat (a/- Gdat syari’ah mubakkamah); mengaitkan dan
menggunakan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan
masalah kontemporer berkenaan untuk memudahkan pertimbangan
maslahat-mudarat; serta memverifikasi dan menguji ulang temuan
hukum sebelum ditetapkan melalui penalaran iszislihiy; serta syarat
keempat, capaian kesimpulan yang diambil melalui penalaran #stislahiy
mestilah menemukan atau memberikan pandangan hukum syariat atas
suatu perbuatan hukum, atau setidaknya membuat suatu definisi dan

konsepsi atas suatu perbuatan hukum (Abubakar, 2012: 76-78).

Hukum Imunisasi dalam Tinjauan Fikih Kontemporer

Di antara persoalan hukum Islam kontemporer yang masih menjadi
perdebatan hukum akan kebolehan dan ketidakbolehannya di kalangan
umat Islam adalah terkait hukum imunisasi. Setidaknya terdapat dua
kutub pendapat yang saling berlawanan dalam menjelaskan permasalahan
hukum ini dengan alasan pertimbangan hukum masing-masing yang
dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Untuk membantu lebih
jauh memahami persoalan imunisasi, akan dipaparkan terlebih dahulu
pengertian dan lingkup imunisasi guna memudahkan pemahaman
penjelasan hukumnya kemudian, sesuai dengan asas kaedah a/-pukm an
al-syayi farun an tasawwuribi (pemahaman detail persoalan merupakan
bahagian dari penyelesaian masalah tersebut).
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Secara sederhana, imunisasi dalam tinjauan kesehatan pada dasar-
nya merupakan suatu usaha memberikan kekebalan bayi dan anak
terhadap penyakit. Dalam perspektif medis, imunisasi adalah suatu
tindakan dengan sengaja memasukkan vaksin berupa mikroba hidup
yang sudah dilemahkan, di mana imunisasi dapat menimbulkan
kekebalan terhadap tubuh. Imunisasi juga dapat dikatakan suatu
tindakan dengan sengaja memasukkan vaksin yang berisi mikroba
hidup yang sudah dilemahkan pada balita. Pada gilirannya, imunisasi
merupakan salah satu bentuk pencegahan penyakit infeksi senus
yang paling efektif, sebab imunisasi merupakan salah satu cara
untuk menjadikan kebal pada bayi dan anak dari berbagai penyakit,
diharapkan anak atau bayi tetap tumbuh dalam keadaan sehat.

Sungguhpun pada dasarnya dalam tubuh manusia sudah memiliki
pertahanan secara mandiri agar berbagai kuman yang masuk dapat
dicegah, meliputi pertahanan non spesifik dan pertahanan spesifik,
namun imunisasi diberikan guna menambah kekebalan tubuh.
Imunisasi sendiri terdiri dari imunisasi aktif dan pasif. Yang aktif,
ada imunisasi alami dan buatan. Selain imunisasi aktif alami berupa
imunitas dan daya tahan tubuh seseorang untuk kebal dan tahan
dari penyakit setelah sebelumnya pernah mengalami sakit; juga ada
ada imunisasi aktif buatan, inilah yang disebut vaksinasi. Vaksinasi
yaitu kuman, bakteri atau virus diolah, ada yang dimatikan, ada yang
dijinakkan, adapula yang diambil komponennya dan ada yang dibuat
mirip, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Sedangkan
imunisasi pasif adalah dengan memberikan suntikan immunoglobin.
Sebagaimana ada lagi bentuk lain dari imunisasi pasif, yaitu ASI (Air
Susu Ibu) (Poverawati & Citra Setyo, 2010).

Dalam permasalahan hukum imunisasi bagi bayi setidaknya
terdapat dua polar pandangan hukum Islam di kalangan ulama terkait
persoalan tersebut, di mana ada kelompok yang menghalalkannya dan
ada pula yang mengharamkannya, masing-masing dengan dalil dan
hujjah tersendiri.

Di antara alasan yang dikemukakan kelompok yang menghalalkan,
bahwa imunisasi merupakan sebentuk tindakan preventif guna
memperkuat daya tahan tubuh si bayi (imunitas) untuk menghindari
penyakit yang sewaktu-waktu bisa menyerangnya. Telah dimaklumi
pula bahwa tindakan preventif lebih baik ketimbang kuratif. Selain itu,
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alasan rendahnya standar keschatan di beberapa negara tertentu tak
ayal meniscayakan perlunya imunisasi sejak dini atau vaksinasi lainnya
guna menghindari terjangkitnya epidemik (wabah) penyakit infeksi
yang susah diberantas. Pandangan yang menghalalkan ini kemudian
dijustifikasi pula oleh sejumlah fatwa ulama baik berasal dari kalangan
perorangan maupun lembaga keagamaan.

Akan halnya kalangan yang mengharamkan pemberian imunisasi
bagi bayi mengajukan argumen bahwa imunisasi dan vaksinasi galibnya
menggunakan zat dan benda najis seperti ginjal kera, babi, aborsi bayi,
darah orang yang tertular penyakit infeksi dan lain-lain. Ini semua
tentunya haram dipakai secara syari’at. Selanjutnya alasan yang kuat
pula mengapa imunisasi diharamkan adalah bahwa tindakan tersebut
merupakan suatu hal yang redundant, mengingat manusia pada
dasarnya telah memiliki kekebalan tubuh alami tersendiri. Akibatnya,
imunisasi atau vaksinasi buatan yang disuntikkan pada gilirannya akan
menyerang kekebalan tubuh alami manusia sehingga menimbulkan
kemudaratan yang lebih besar. Ditambah lagi, dalam alasan kalangan
yang mengharamkan, imunisasi umumnya berasal dari kalangan Non-
Muslim atau negara-negara Barat sehingga tak pelak menyibakkan
nuansa konspirasi tertentu yang ditujukan untuk merusak generasi
Muslim kebanyakan. Padahal dalam ajaran Islam terdapat pengobatan
ala Nabi (#ibbun nabawiy) seperti penggunaan madu, zaitun, kurma,
habbatussauda, dll yang diyakini lebih ampuh memperkuat daya tahan
tubuh manusia.

Bertolak dari sini, sungguhpun terdapat perbedaan pendapat yang
tajam berikut penolakan terkait hukum imunisasi, namun kritikan
yang ditujukan bukan kepada praktik imunisasi (haram li dzatibi),
melainkan lebih dikarenakan komposisi yang menjadi bahan pokok
dari imunisasi terbuat dari benda bernajis yang diharamkan (baram li
arid). Dari kedua polar pandangan hukum Islam terkait penggunaan
imunisasi di atas, menghasilkan perbedaan pendapat (ikhrilif) tentang
kebolehan dan ketidakbolehannya. Perbedaan sudut pandang kedua
pendapat hukum di atas kian menarik dikaji lebih jauh secara akademis
tentang hukum imunisasi yang berfungsi sebagai penguat daya tahan
tubuh sekaligus pencegah penyakit di masa mendatang untuk sesuatu
yang belum tentu dan belum pasti terjadi (ikhriyatiy) berasaskan pada
parameter “maslahat-mudarat”. Hanya saja kemudian unsur “berjaga
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dan menghindari” penyakit dijadikan hujjah kemaslahatan oleh
kalangan yang membolehkan imunisasi. Sementara pada sisi lain,
persoalan dampak dan efek samping yang muncul dari pemberian
vaksin imun tubuh untuk sesuatu yang belum terjadi, lebih besar
mengandung mudarat dan unsur maysir di dalamnya, yang sejatinya
perlu dihindari, sehingga pada titik ini, berujung pada kesimpulan
hukum mengharamkannya.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh tentang
Hukum Imunisasi

Sungguhpun fatwa dalam ranah hukum Islam lebih bersifat
pemberitahuan hukum semata dan bersifat tidak mengikat (ghayr
mulzimah), namun dalam proses penetapannya, sebuah fatwa tentulah
telah melewati proses pergumulan (dialektika) antara semangat
pemahaman nash (fzhmun nusis) dan pemahaman realita (figh al-
wagqi) dalam paduan rasionalitas hukum kajian ushul fikih, serta
dengan mempertimbangkan urgensi prioritas kebutuhan untuk
dikeluarkannya fatwa tersebut.

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, MPU Provinsi Aceh
sebagai lembaga otoritatif keagamaan di Aceh telah menerbitkan dua
fatwa berkenaan dengan hukum imunisasi dan vaksinasi, masing-
masing Fatwa No. 13 Tahun 2012 tentang Imunisasi dan Vaksinasi
serta Fatwa No. 3 Tahun 2015 tentang Vaksin Polio Tetes.

Fatwa No. 13 Tahun 2012 yang ditetapkan di Banda Acch
tertanggal 14 Muharram 1434 H/ 28 Nopember 2012 M berbunyi
sebagai berikut:

Dewan Paripurna Ulama MPU Aceh Memutuskan:
Menetapkan: Fatwa tentang Imunisasi dan Vaksinasi

Pertama : Imunisasi dan Vaksinasi hukum dasarnya adalah boleh

Kedua : Pelaksanaan Imunisasi dan Vaksinasi dilaksanakan setelah melakukan
diagnosa yang memadai.

Ketiga : Setelah ditemukan vaksin meningitis yang halal, maka tidak
dibolehkan lagi menggunakan vaksin yang mengandung unsur yang

tidak halal.
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Sedangkan pada Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2015 tertanggal 3
Rajab 1436 H/ 22 April 2015 M mengenai vaksin polio tetes berbunyi
sebagai berikut:

Dewan Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Memutuskan:
Menetapkan:

Kesatu: ~ Vaksin Polio Tetes bagi balita adalah virus yang diambil dari penderita
polio, dikembangkan dengan media ginjal janin kera berekor panjang
yang berumur 120 hari, lalu dipisahkan dengan menggunakan zipsin
(Enzim Babi).

Kedua:  Vaksin polio tetes adalah Muranajjis.

Ketiga: ~ Penggunaan vaksin polio tetes dalam kondisi dharurar adalah
dibolehkan.

Keempat: Taushiyah

a. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengupayakan Vaksin Polio Tetes

yang suci.

b. Diharapkan kepada para pakar medis untuk memproduksi Vaksin Polio Tetes

yang suci.

Sebagaimana tersebut secara eksplisit dalam poin materi yang
dimuat, pada Fatwa yang dikeluarkan Tahun 2012, MPU Acech
menegaskan kebolehan hukum dasar imunisasi dan vaksinasi. Namun
sedikit kontradiksi tampak dalam salah satu poin fatwa tersebut
manakala MPU Aceh menjelaskan hukum vaksin meningitis yang
pada galibnya dipakai oleh para calon jemaah haji sebagai mengandung
unsur yang tidak halal, karenanya MPU Aceh merekomendasikan agar
setelah ditemukan vaksin meningitis yang halal, tidak diperbolehkan
lagi menggunakan vaksin yang tidak halal. Suatu sikap kompromi dan
proses negosiasi berlaku di sini dengan pertimbangan kemaslahatan
dan kemudaratan schingga secara tak langsung—melalui redaksi
kalimat yang tidak terang betul—fatwa MPU itu membolehkan vaksin
meningitis seperti yang berlaku sekarang hingga nantinya ditemukan
vaksin meningitis yang mengandung unsur halal.

Sikap kompromi dan proses negosiasi dalam redaksi bahasa
fatwa di atas dapatlah dipahami, sebab dalam proses penerbitan fatwa
sendiri tidak bisa mengabaikan pula proses politik yang mengitarinya,
karena fatwa manakala ditetapkan, bukan hanya menyangkut proses
pemuatan materi hukum a7 sich yang dicoba turunkan, melainkan juga
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dengan pertimbangan kondisi tempat dan waktu serta keterdesakan
kebutuhan penerbitan fatwa. Sebagaimana dalam proses penetapan
fatwa tidak bisa dikesampingkan pula kristalisasi dari aspirasi politik
yang saling berinteraksi, berjalin berkelindan dan saling berebut
dominasi, khususnya dalam masalah interpretasi hukum syariat. Jadi
hukum fatwa, pada gilirannya tidak lagi dianggap sebagai pasal-pasal
yang berisikan perintah, titah dan hukum Tuhan a7 sich, melainkan
sejatinya lebih dilihat sebagai subsistem yang dalam realitasnya juga
bisa dipengaruhi oleh nuansa politik, baik itu berkenaan dengan proses
perumusan isi fatwa itu sendiri, maupun dalam tahap pelaksanaannya.
Makanya dalam hal ini, menjadi signifikan pula kajian mengenai politik
hukum guna menganalisa lebih jauh peran dan konfigurasi politik yang
mengitari proses penerbitan suatu fatwa (Mahfud, 2009: 4-6).

Sementara Fatwa MPU Tahun 2015 lebih terang menetapkan vaksin
polio tetes bagi balita mengandung unsur bernajis (mutanajjis) karena
dihasilkan dari virus yang diambil dari penderita polio, dikembangkan
dengan media ginjal janin kera yang berumur panjang 120 hari, untuk
kemudian dipisahkan dengan menggunakan #ripsin (enzim babi),
karenanya hukumnya bernajis. Sungguhpun MPU Aceh kemudian
merekomendasikan perlunya pembuatan vaksin polio tetes dari bahan
halal, namun dalam poin berikutnya—masih dalam fatwa yang sama
(Fatwa No.3/2015)—MPU Aceh menegaskan kebolehan penggunaan
vaksin polio tetes dalam kondisi dharurat, tanpa mendefinisikan dan
merincikan ukuran dan kriteria dharurat yang dimaksud. Hal ini pada
gilirannya, tak pelak menimbulkan kebingungan pada sejauh mana
ukuran dan kriteria dbarurat yang membolehkan penggunaan vaksin
polio tetes bagi balita.

Pada satu sisi, pemakaian terma dbarurat sebagai suatu ukuran
titular yang membolehkan konsumsi hal-hal terlarang dikarenakan
urgen dan terdesak (dalam hal ini vaksin polio tetes yang bernajis),
seakan memang mendapat pembenaran (justifiksi) dalam hukum
Islam, mengingat terdapat sejumlah kaedah fikih yang membenarkan
hal tersebut, seperti kaedah “keadaan darurat (terpaksa) membolehkan
(konsumsi) hal yang diharamkan” (a/l-dararat tubih al-mahzirat); “suatu
perkara jika menyempit, maka dibolehkan (menjadi) meluas (demi
kemudahan); dan jika (terlampau) meluas, maka mesti dipersempit

»

(dipulangkan ke hukum asal)” (al-amr idha diqa ittasa'n; wa idha ittasaa
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diqa). Namun galibnya penggunaan kaedah-kaedah tersebut, jika
merujuk ke dalam literatur ushul fikih klasik, umumnya dipulangkan
kepada ukuran besarnya dugaan dan sangkaan (ghalabar al-zann)
seorang mukallaf ataupun ketika hilangnya perkara asasiah (daririyyit)
yang menjadi kebutuhan pokok insan berupa perlindungan agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta dari hidupnya sehingga kemudian
dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat tanpa adanya perincian
lebih khusus misalkan berupa matriks terukur untuk mengetahui
tingkat keadaan darurat yang dibenarkan dalam syariat sehingga dapat
berlaku secara jamak (Awdah, 2008).

Untuk permasalahan demikian, kajian ushul fikih klasik biasanya
mengajukan parameter maglahat dan mafsadat, dengan menimbang
lebih besaran mana keberpihakan dugaan mujtahid (ghalabar al-
gann) antara keduanya, untuk kemudian diputuskan “boleh” jika
perkara tersebut mengandung lebih banyak maslahat atau menjadi
“tidak boleh dan haram” jika lebih banyak mengandung mudarat.
Bahkan dalam kondisi tertentu, jika dirasa seimbang dan sama antara
komposisi maslabat dan mafsadat, maka meninggalkan maslabar
sekalipun ditemukan, adalah lebih utama ketimbang mengambilnya.
Kaedah penalaran ushul fikih yang kerap dipakai dalam menuntaskan
persoalan seperti ini adalah dar’ul mafisid muqaddamun ala jalb al-
masalih. Akan halnya kondisi darurat yang membolehkan (konsumsi)
hal yang terlarang, maka itu dipulangkan kepada tiga kaedah yang telah
disebut di atas (Awdah, 2008).

Oleh karena itu, untuk menjawab pelbagai persoalan kontemporer
kekinian, diperlukan pemaknaan ukuran darurat secara praktis dan
aplikatif sehingga bisa berlaku jamak dan universal, serta tidak hanya
menyangkut orang-perorang guna menghindari penalaran berasaskan
maslahat ini menjadi lebar dan sewenang-wenang seperti pasal karet
yang dapat ditarik sesuka hati hanya dengan berdalihkan menjaga
kemaslahatan dan kondisi darurat. Pun demikian, penetapan kondisi
darurat meniscayakan keterlibatan pelbagai disiplin ilmu lain yang
berkenaan guna membantu mengenal lebih jauh wujud maslahat hakiki
dan memisahkannya dari maslahat semu, serta untuk lebih mengetahui
taraf dan tingkatan sesuatu sehingga bisa benar-benar dikategorikan
kondisi darurat yang pada gilirannya dapat lebih menjawab secara ilmu

(Abubakar, 2012: 76-77). Sebagai contoh kasus yang bisa dipaparkan
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di sini adalah praktik transfusi darah. Dengan mengetahui tingkat
hemoglobin (Hb) darah yang dimiliki seseorang melalui ilmu medis
yang akurat, sangat membantu penjelasan hukum Islam akan boleh-

tidaknya praktik transfusi darah, terlebih dalam tinjauan darurat
(Mubarrak, 2012).

Parameter Maslahat dalam Penetapan Hukum

Di antara yang dapat membantu menjelaskan mengapa paramater
maslahat-mudarat menjadi kata kunci dalam penalaran istislahiy
sechingga menjadi sedemikian fleksibel dan lentur berpulang kepada
inti dalam memahami hakikat hukum syariat Islam itu sendiri yang
sedari awalnya diyakini bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia.
Seperti pernah disebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (1973: 3/3),
seorang ulama bermadzhab Hanbali yang hidup lebih awal (691-751
H/ 1292-1350 M) menuliskan sebagai berikut:

ey Flall (3 5ball Fliasg WS e Lemluly Lals 2,201 01
il S5 (Lls™ 1Sy el lany (glsTamy (el s oy
dlaball ey daas (L am i ey o) AL duad) e e
Lesd sl Olg cimgidl o s () ) 2aSKE g (3ild

el
Sesungguhnya syariat itu berlandaskan kepada hikmah dan ke-
maslahatan hamba di dunia dan akhirat. Semua ajaran syariat itu
mengandung keadilan, rahmat, maslahat serta hikmah. Maka segala
hal yang mengeluarkan syariat dari keadilan kepada kezaliman, rahmat
kepada sebaliknya, maslahat kepada mafsadat (kemudaratan), hikmah
kepada kesia-siaan, maka ia bukanlah tergolong ke dalam syariat, meski
dicoba pahami dengan cara rawil.

Bertolak dari pandangan keutuhan hukum syariat Islam untuk
mewujudkan keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah pulalah,
maka segala hal yang menggiring kepada kemudaratan, kesia-siaan
dan kezaliman mestilah dihindari, sehingga pada gilirannya parameter
maslahat-mudarat  menjadi substansi dalam penalaran iszislipiy.
Di samping itu pula, hukum syariat Islam, jika ditelisik lebih jauh,
pada intinya dapatlah dirasiokan dan dicari legalitas dan alasan
pensyariatannya (muallalah) sungguhpun tidak ditemukan dalil nash
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secara eksplisit dan spesifik menjelaskan tinjauan hukumnya asalkan
dipahami dalam kerangka (framework) mewujudkan kemaslahatan dan
menghindari kemudaratan ini. Hukum syariat diyakini berlandaskan
kepada hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat,
karenanya semua ajaran syariat itu mengandung keadilan, rahmat,
maslahat serta hikmah. Meminjam logika berfikir Fakhruddin Ar-
Razi, bahwa hukum syariat Islam itu pada dasarnya dapat dinalar dan
dicarikan %/lat-nya (ma'qilar al-ma'nil taaqquliy), sebab secara fitrah,
hukum Islam tidaklah bertentangan dengan naluri kemaslahatan hidup
manusia (Raisuniy, 1999: 22-23).

Demi keberlangsungan penalaran #stiskihiy yang berasaskan maslahat
ini, dalam banyak literatur ushul fikih telah disusun pula rambu-rambu
(dawdibif) kemaslahatan secara garis besar agar tetap sejalan dengan
maksud dan tujuan hukum syariat (magqdsid syariah) serta menghindari
penafsiran sewenang-wenang (authoritarian), antara lain: pertama, per-
wujudan kemaslahatan berasaskan pada tingkatan daririyyir (asasiah)
secara hierarkis, mulai dari agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan
kehormatan; kedua, kemaslahatan yang ingin diwujudkan tidak ber-
tentangan dengan Alquran, Sunah dan Qiyds (analogi); serta ketiga,
kemaslahatan yang dimaksud tidaklah menerabas kemaslahatan yang
lebih tinggi dan utama (Buwaithiy, 1992: 110-217).

Semakna dengan dawdibit maslahat di atas, Imam Al-Syathibi (790
H.) telah pula merumuskan patron yang mesti diperhatikan dalam
kajian magqisid syariah berdasarkan skala prioritas, bahwa magasid
darariyyat (asasiah) haruslah lebih utama dan didahulukan ketimbang
maqasid hajjiyyar (primer) dan magdsid tahsiniyyir (skunder). Dari
sini dapatlah ditarik kesimpulan kemudian bahwa kehilangan salah
satu pilar magqdsid daririyyat akan berimbas kepada pemenuhan
maqasid pajjiyyat dan magqdsid tapsiniyyit secara absolut, namun tidak
sebaliknya. Sementara kehilangan dua magqdsid yang disebut terakhir
sedikit banyak akan memunculkan kesulitan dalam mewujudkan
maqasid daririyyar pada tingkatan tertentu, namun tidak sepenuhnya.
Sebagaimana memelihara magqdsid hajjiyyar dan magasid tahsiniyyir
demi mewujudkan tercapainya magqdsid darariyyat adalah sesuatu yang
sangat dianjurkan (Al-Syathibi, T.t)

Akan halnya keadaan yang membenturkan maslahat-mudarat
manakala keduanya diketemukan dalam satu kasus tertentu, maka
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sejumlah kaedah berikut dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan
kesimpulan hukum, antara lain: “kemaslahatan umum lebih diprioritas-
kan ketimbang kemaslahatan khusus” (al-maslahah al- ammah tuqaddamu
ala al-maslapah al-kbdssah); “menanggung kemudaratan khusus guna
(menghindari terjadi) kemudaratan umum” (yutahammal al-darar al-
khas li daf’i al-darar al-Gmm); kemudaratan besar dihilangkan dengan
mengeliminir kemudaratan yang lebih ringan (a/~-darar al-asyadd yuzailu
bi al-darar al-akbaff); “keadaan darurat itu dipulangkan kepada kadar/
tingkatannya (secara proporsional) (al-daririt tuqaddaru bi gadariba);
serta “keadaan darurat (terpaksa) membolehkan (konsumsi) hal yang
diharamkan” (al-dariarit tubih al-mabzirit).

Hujjah dan argumen darurat menjadi penting dibicarakan di
sini, karena galibnya dalam proses penalaran istiglipiy, alasan darurat
kerap dijadikan sebagai argumen akhir pembolehan hukum demi
dalih (kemudahan) dalam mencapai kemaslahatan, sungguhpun harus
menerabas ketentuan umum larangan yang tersebut eksplisit di dalam
nash, baik Alquran maupun Sunah. Alasan darurat pula yang dipakai
MPU Aceh dalam fatwanya ketika menjelaskan kebolehan hukum

imunisasi vaksin polio tetes kendati mengandung unsur bernajis.

Di antara argumen yang kerap dipakai untuk menguatkan
pandangan kebolehan dikarenakan darurat demi mewujudkan maslahat
adalah selain kaedah “keadaan darurat (terpaksa) membolehkan
(konsumsi) hal yang diharamkan”, juga sebagaimana pernah terjadi
pada masa Khalifah Umar bin Khattab ketika tidak memberlakukan
hukuman potong tangan bagi pencuri di era paceklik serta tidak
memberi zakat bagi muallaf (condong hatinya untuk masuk Islam).
Dalam kasus putusan itu, bila ditelisik lebih jauh, sungguhpun hukum
kedua masalah tersebut termaktub dalam Al-Qunan, masing-masing
dalam surat Al-Maidah: 38 (hukuman potong tangan bagi pencuri)
dan Act-Taubah: 60 (senif zakat muallaf); namun dalam hal ini,
Umar sama sekali tidak menggugurkan nash (7%l nas) hanya demi
dalih mewujudkan kemaslahatan, namun Umar dengan sangat jeli
menangkap magqdsid kepada siapa hukum harus diberlakukan. Dalam
kasus pencurian di musim paceklik, berlaku kaedah bahwa hukum
dapat dijalankan manakala terdapat %/at-nya, begitu pula sebaliknya
(al-hukm yadir maa al-illah wujidan wa ‘adaman). Sedangkan kasus
ketiadaan zakat agar tidak dijadikan alasan oleh kaum muallaf bahwa
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mereka berhak mendapatkan zakat hanya dengan dalih condong dan
simpatik kepada Islam di saat Islam sebagai agama dan peradaban, pada
masa itu, berdiri dengan tegarnya. Jadi Umar sekali lagi dengan sangat
jeli menangkap magqdsid kepada siapa hukum harus diberlakukan dan
sama sekali tidak menggugurkan nash (¢a%i/ nash) hanya demi dalih
mewujudkan kemaslahatan (Al-Qaradhawi, 2008).

Berangkat dari sini, agar lebih sistematis dan praktis dalam
penerapannya, maka untuk kesempuranaan penalaran iszslipiy, terang
diperlukan batasan dan maksud dari penggunaan terma darurat serta
perlunya perangkat disiplin ilmu lain yang berkenaan dengan persoalan
kontemporer yang dihadapi sebagai penopang dalam menjelaskan detail
duduk persoalan untuk kemudian memberi putusan, baik hukumnya
menjadi “boleh” jika dipandang mengandung kemaslahatan serta
hukumnya “haram” jika lebih banyak mengandung kemudaratan.

Dalam istilah keilmuan, tema daririh, secara leksikal, berarti
kebutuhan (mendesak), bentuk jamak dari kata tersebut adalah daririr
yang berarti kesulitan (masyagqah) yang sukar dihindari (Zubaidy: 1972:
3/249). Sedangkan dalam terminologi juris, daririh adalah keadaan
sulit yang dihadapi manusia yang dapat mengancam jiwa, akal, harta
dan kehormatannya (perkara daririyyit) sehingga dibolehkan baginya
(konsumsi) hal yang diharamkan; meninggalkan kewajiban atau
bahkan mengundur waktunya guna menghindari terjadi kemudaratan
lebih besar bagi dirinya dalam koridor yang dibenarkan secara syariat
(Zuhaily, 1995: 65). Untuk memfungsikan kondisi darurat yang
mendapat pembenaran secara syariat, maka mesti diperhatikan hal-hal
berikut sebagai rambu (dawdabit) dari pemberlakuan kondisi darurat,
antara lain: pertama, keadaan darurat yang dimaksud benar-benar
dihadapi dalam waktu sekarang serta mengancam salah satu dari lima
perkara daririyyir. agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; kedua,
kondisi darurat itu memaksakan hukum yang bertentangan dengan
syariat sebagai satu-satunya jalan keluar; ketiga, keadaan darurat itu
menjadi sandaran guna menghindari cedera jiwa dan anggota tubuh;
keempat, terpaksa dalam kondisi darurat tidak berarti menghalalkan
prinsip-prinsip asasi syariat yang berkaitan dengan hak orang lain,
keadilan, penunaian amanah, menghindari kemudaratan yang
lebih besar serta menjaga prinsip agama dan akidah. Maka dari sini

segala bentuk prilaku zina, kafir dan ghasab tidak dibenarkan dalam
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bentuk apapun, sekalipun darurat, sebab semua bentuk prilaku itu
tergolong mafsadah yang menyalahi prinsip syariat; serta kelima,
sesuatu yang dikonsumsi dalam keadaan darurat mestilah didasarkan
pada ambang batas minimal atau yang sepantasnya untuk menjaga
kelangsungan hidup (survival), sesuai dengan kaedah “keadaan darurat
itu dipulangkan kepada kadar/tingkatannya (secara proporsional) (a/-
dararat tuqaddaru bi qadariha). Sedangkan dalil pembenaran keadaan
darurat ini dipahami dari prinsip umum yang terkandung dalam Q. S.

Al-Ar’am: 119 dan 145 serta Q. S. Al-Nahl: 115 (Zuhaily, 1995: 67).

Di samping pemahaman detail akan maslahat dan darurat, untuk
keperluan penalaran istislipiy, menghubungkan dan menggunakan kajian
ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan masalah kontemporer
berkenaan untuk memudahkan pertimbangan maslahat-mudarat; serta
memverifikasi dan menguji ulang temuan hukum sebelum ditetapkan,
merupakan kunci agar keputusan hukum yang diambil benar-benar
dalam framework syariat serta mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
Kendati dalam literatur ushul fikih klasik, masih dipakai suatu ukuran
yang absurd dalam penentuan masalahat-mudarat dengan terma ghalabar
al-zan, maka melalui bantuan integrasi-interkoneksi pelbagai displin ilmu
modern cum ilmu syariah akan sangat membantu menghasilkan putusan
hukum Islam melalui penalaran istiskihiy secara lebih berkeadilan,
maslahat, hikmah dan rahmat. Satu contoh kajian kontemporer yang
layak disebutkan di sini adalah penggunaan magqisid index secara
kuantitatif dengan bantuan ilmu statistika dalam mengukur tingkat
perkembangan hidup manusia Muslim di beberapa negeri mayoritas
Muslim anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) berasaskan pada
parameter keterpenuhan kebutuhan mencakup lima perkara darariyyar.
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Melalui magisid index yang dapat
di-angka-kan secara statistik sangat membantu penyusunan magqdisid
sharia index sebagai alternatif pengganti dari human development index
yang dirasa terlalu bernuansa material oriented (Amir-ud-Din, 2014: ).

Demikian pula halnya dengan pelbagai promblematika kon-
temporer lain, termasuk fatwa imunisasi. Dengan melibatkan lebih
banyak disiplin ilmu secara integratif-interkonektif akan sangat mem-
perkaya tinjauan dan perspektif putusan hukum Islam melalui penalaran
istislahiy dalam kerangka maslahat-mudarat secara lebih berkeadilan,
maslahat, hikmah dan rahmat. Sehingga, sungguhpun dalam penetapan
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hukum imunisasi umumnya terpolar ke dalam dua pandangan besar:
antara yang membolehkan dan mengharamkan, namun telah melalui
suatu proses pertimbangan kemaslahatan-kemudaratan yang ketat dan
dapat dipertanggungjawakan secara ilmiah.

Penutup

Artikel ini telah mendiskusikan secara panjang lebar tentang
penalaran istislipi berikut proses penalaran hukum (legal rationing)
yang mesti ditempuh dalam menyelesaikan problematika hukum
kontemporer dengan menjadikan fatwa hukum imunisasi Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh sebagai studi kasus.

Sungguhpun fatwa dalam ranah hukum Islam lebih bersifat
pemberitahuan hukum semata dan bersifat tidak mengikat (ghayr
mulzimah), namun dalam proses penetapannya, sebuah fatwa tentulah
telah melewati proses pergumulan (dialektika) antara semangat
pemahaman nash (fzhmun nusis) dan pemahaman realita (figh al-waqi)
dalam paduan rasionalitas hukum kajian ushul fikih, serta dengan
mempertimbangkan urgensi prioritas kebutuhan untuk dikeluarkannya
fatwa tersebut. Di antara penalaran hukum Islam yang kerap dipakai
untuk menjawab pemasalahan kontemporer kekinian adalah penalaran
istislapiy dengan menjadikan kerangka maslahat-mudarat sebagai acuan
utama penetapan hukum Islam yang lentur dan fleksibel.

Kendati penalaran istislahiy lebih luwes dan fleksibel dalam
menjelaskan hukum persoalan kontemporer dengan menimbang
sisi maslahat-mudarat, namun dalam proses penetapan hukumnya
mestilah dibantu oleh alat bantu disiplin ilmu lain yang berkenaan agar
pertimbangan hukum yang diputuskan lebih tepat, akurat dan rasional
serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga terhindar
dari segala bentuk kesewenang-wenangan (authoritarian) dalam
menghasilkan kesimpulan hukum Islam. Pada gilirannya, penggunaan
disiplin ilmu lain yang berkenaan secara integratif-interkonektif akan
sangat memperkaya tinjauan dan perspektif putusan hukum Islam
melalui penalaran istislihiy dalam kerangka “maslahat-mudarat” secara

lebih berkeadilan, maslahat, hikmah dan rahmat.

Selanjutnya artikel ini merekomendasikan studi lanjut tentang
studi aplikatif dan praktis tentang penggunaan integrasi-interkoneksi
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ilmu pengetahuan modern dengan penalaran istislihiy guna menjawab
pelbagai problematika fikih kontemporer dalam skala dan spektrum
yang lebih luas.]
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